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BAB III 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauan tentang Perjanjian 

Dalam Pasal 1313 KUH Perdata, bahwa suatu persetujuan adalah suatu 

perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap 

satu orang lain atau lebih. 

Pasal ini menerangkan secara sederhana tentang pengertian perjanjian 

yang menggambarkan tentang adanya dua pihak yang saling mengikatkan diri. 

Pengertian ini sebenarnya tidak begitu lengkap, tetapi dengan pengertian ini, 

sudah jelas bahwa dalam perjanjian itu terdapat satu pihak mengikatkan diri 

kepada pihak lain.
11

 

Selanjutnya ada pula beberapa syarat untuk perjanjian atau kontrak 

yang berlaku umum tetapi diatur di luar Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu 

sebagai berikut: 

1. Kontrak harus dilakukan dengan iktikad baik, artinya kedua belah pihak 

yang melakukan perjanjian harus melaksanakan isi perjanjian itu dengan 

sukarela dan tanpa paksaan, serta dengan iktikad yang benar-benar mau 

melaksanakan isi perjanjian yang disepakati. 

2. Kontrak tidak boleh bertentangan dengan kebiasaan yang berlaku, artinya 

isi dari perjanjian tidak dibenarkan bertentangan dengan kebiasaan yang 

berlaku di tengah-tengah masyarakat, tidak boleh bertentangan dengan 

kondisi yang ada dalam masyarakat. 

                                                             
11

Ahmadi Miru dan Sakka Pati, Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 

1456 BW, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2011), h. 63. 
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3. Kontrak harus dilakukan berdasarkan asas kepatutan, artinya perjanjian 

yang telah disepakati harus mengikuti asas yang tidak bertentangan dengan 

ketentuan yang berlaku dalam masyarakat, tidak boleh melanggar hak-hak 

masyarakat. 

4. Kontrak tidak boleh melanggar kepentingan umum, artinya kontrak yang 

dibuat tersebut tidak dibenarkan bertentangan dengan kepentingan yang 

ada dalam masyarakat, tidak boleh menimbulkan kerugian dalam 

masyarakat.12 

Dari ketentuan tersebut di atas jelas bahwa kontrak yang dilakukan 

oleh kedua belah pihak harus mengikuti persyaratan yang ditentukan, dan 

harus mengikuti asas kesepakatan dan kepatutan. Oleh karena persetujuan 

yang dibuat tersebut mengikat kedua belah pihak yang menyetujuinya. 

Salah satu pihak yang tidak melaksanakan prestasi atau isi dari 

perjanjian/kontrak disebut dengan wanprestasi. Wujud dari wanprestasi 

tersebut dapat berupa: 

1. Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat pada waktunya. 

2. Tidak memenuhi prestasi, artinya prestasi itu tidak hanya terlambat, tetapi 

juga tidak bisa lagi dijalankan. 

3. Memenuhi prestasi tidak sempurna, artinya prestasi diberikan, tetapi tidak 
sebagaimana mestinya.13 

 

Dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu pihak yang 

melakukan wanprestasi dapat dihukum untuk membayar ganti rugi, 

                                                             
12

Munir Fuady, Pengantar Hukum Bisnis, (Bandung:PT. Citra Aditya Bakti, 2002), h.16.  
13

I Ketut Oka Setiawan, Hukum Perikatan, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2016), h. 19.  



 21 

pembatalan perjanjian, peralihan risiko atau membayar biaya perkara kalau 

sampai di pengadilan.14 

Dalam Pasal 1233 KUH Perdata menyatakan, bahwa “Tiap-tiap 

perikatan dilahirkan baik karena perjanjian, maupun karena undang-undang”, 

ditegaskan bahwa setiap kewajiban perdata dapat terjadi karena dikehendaki 

oleh pihak-pihak yang terkait dalam perikatan/perjanjian yang secara sengaja 

dibuat oleh mereka, ataupun karena ditentukan oleh peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Dengan demikian berarti perikatan atau perjanjian 

adalah hubungan hukum antara dua atau lebih orang (pihak) dalam 

bidang/lapangan harta kekayaan, yang melahirkan kewajiban pada salah satu 

pihak dalam hubungan hukum tersebut.15 

Dalam pelaksanaan suatu perjanjian atau kontrak membawa 

konsekuensi bahwa seluruh harta kekayaan seseorang atau badan yang diakui 

sebagai badan hukum, akan dipertaruhkan dan dijadikan jaminan atas setiap 

perikatan atau kontrak orang perorangan dan atau badan hukum tersebut, 

sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 1131 KUH Perdata.16 

Hukum kontrak adalah keseluruhan dari kaidah-kaidah hukum yang 

mengatur hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata 

sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.17 

                                                             
14

Ibid.  
15

Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi, Perikatan yang Lahir dari Undang-Undang, 

(Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003),  h.1.   
16

Ibid. 
17

Salim H.S, Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, (Jakarta: Sinar 

Grafika, 2010),  h. 4.  
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Dari pernyataan tersebut dapat diketahui, bahwa kontrak atau 

perjanjian merupakan hubungan antara seorang dengan orang lain bersepakat 

untuk melaksanakan sesuatu hal yang dapat menimbulkan akibat hukum. 

Dalam Pasal 1313 KUH Perdata disebutkan, bahwa suatu persetujuan 

adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan 

dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.18 

Di sini dapat dipahami bahwa kontrak atau perjanjian, merupakan 

perbuatan hukum dimana dua pihak saling mengikatkan diri untuk 

melaksanakan sesuatu hal, yang merupakan kewajiban bagi masing-masing 

pihak. 

Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1338 KUH Perdata, bahwa semua 

persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi 

mereka yang membuatnya. 

Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan 

sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-

undang dinyatakan cukup untuk itu. Persetujuan-persetujuan tersebut harus 

dilaksanakan dengan iktikad baik.19 

Dalam ilmu hukum, dikenal beberapa asas hukum terhadap suatu 

kontrak, yaitu sebagai berikut: 

a. Asas kontrak sebagai hukum mengatur, merupakan peraturan-peraturan 

hukum yang berlaku bagi subjek hukum. Dalam hal ini para pihak dalam 

suatu kontrak. 

                                                             
18

Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.  
19

Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 
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b. Asas kebebasan berkontrak, hal ini merupakan konsekuensi dari 

berlakunya asas kontrak sebagai hukum mengatur. Dalam suatu kontrak 

para pihak pada prinsipnya bebas untuk membuat atau tidak membuat 

kontrak, demikian juga kebebasannya untuk mengatur sendiri isi kontrak 

tersebut. 

c. Asas Fakta Sunt Servanda, adalah janji itu mengikat, bahwa suatu kontrak 

dibuat secara sah oleh para pihak mengikat para pihak tersebut secara 

penuh sesuai isi kontrak tersebut. 

d. Asas konsensual, bahwa jika suatu kontrak sudah dibuat, maka dia telah 

sah dan mengikat secara penuh, bahkan pada prinsipnya persyaratan 

tertulispun tidak disyaratkan oleh hukum, kecuali untuk beberapa jenis 

kontrak tertentu, yang memang dipersyaratkan untuk tertulis. 

e. Asas obligatoir, yaitu jika suatu kontrak sudah dibuat, maka para pihak 

telah terikat, tetapi keterikatannya itu hanya sebatas timbulnya hak dan 

kewajiban 

 semata-mata.20  

Asas-asas tersebut di atas merupakan asas yang timbul sebagai akibat 

dari terjadinya suatu kontrak atau perjanjian. Dalam suatu kontrak asas 

tersebut secara tidak langsung pasti muncul karena hakekat dari suatu kontrak 

adalah timbulnya hak dan kewajiban masing-masing pihak. Oleh karena itu 

maka semua asas tersebut di atas mucul sebagai akibat dari terjadinya suatu 

kontrak atau perjanjian. 

                                                             
20

Munir Fuady, Pengantar Hukum Bisnis, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2002), h.13.  
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Sebagaimana diketahui bahwa kontrak lahir pada saat terjadinya 

kesepakatan mengenai hal pokok dalam kontrak tersebut, namun masih ada 

hal lain yang harus diperhatikan, yaitu syarat sahnya kontrak sebagaimana 

diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu: 

a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kesepakatan para pihak 

merupakan unsur mutlak untuk terjadinya suatu kontrak. Kesepakatan ini 

dapat terjadi dengan berbagai cara, namun yang paling penting adalah 

adanya penawaran dan penerimaan atas penawaran tersebut. 

b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, untuk mengadakan kontrak 

para pihak harus cakap. Seorang oleh hukum dianggap cakap untuk 

melakukan kontrak jika orang tersebut sudah berumur 21 tahun ke atas, 

namun sebaliknya seseorang dianggap tidak cakap untuk melakukan 

kontrak orang tersebut belum berumur 21 tahun, kecuali jika ia telah 

kawin sebelum cukup 21 tahun. 

c. Suatu hal tertentu, dalam suatu kontrak objek perjanjian harus jelas dan 

ditentukan oleh para pihak, objek perjanjian tersebut dapat berupa barang 

maupun jasa, namun dapat juga berupa tidak berbuat sesuatu. Hal tertentu 

ini dalam kontrak disebut prestasi yang dapat berwujud barang, keahlian 

atau tenaga, dan tidak berbuat sesuatu. 

d. Suatu sebab yang halal, maksudnya disini adalah bahwa ini kontrak 

tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.21 

                                                             
21

Ahmadi Miru, Hukum Kontrak Perancangan Kontrak, (Jakarta: PT.RajaGrafindo 

Persada, 2010),  h.13.  
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Dari syarat-syarat kontrak atau perjanjian tersebut dapat diketahui, 

bahwa segala sesuatu yang diperjanjikan dalam suatu kontrak harus lah 

sesuatu yang jelas dan halnya tertentu. Sehingga dalam pelaksanaannya ada 

pedoman a tau patokan agar tidak terjadi kesalahpahaman kedua belah pihak 

yang berjanji. Oleh karena itu segala sesuatunya harus diperhatikan sesuai 

dengan prosedur yang berlaku. 

Macam-macam perjanjian sebenarnya tergantung dari munculnya 

perjanjian itu sendiri. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ada 

bermacam-macam perjanjian sebagaimana tergambar di bawah ini :
22

 

1. Perjanjian untuk Memberikan Sesuatu 

Mengenai perjanjian untuk memberikan sesuatu, undang-undang 

tidak menggambarkan secara sempurna. Pasal 1234 KUH perdata, 

menyebutkan: “Dalam tiap-tiap perjanjian untuk memberikan sesuatu 

adalah termaktub kewajiban diberi utang untuk menyerahkan kebendaan 

yang bersangkutan dan untuk merawatnya sebagai seorang bapak rumah 

yang baik, sampai pada saat penyerahan. 

2. Perjanjian untuk Berbuat Sesuatu 

Berbuat sesuatu artinya melakukan perbuatan seperti yang telah 

ditetapkan dalam perikatan (perjanjian). Jadi wujud prestasi di sini adalah 

melakukan perbuatan tertentu, misalnya melakukan perbuatan 

membongkar tembok, mengosongkan rumah, membuat lukisan atau 

                                                             
22

Titik Triwulan Tutik, Pengantar Hukum Perdata di Indonesia (Jakarta : Prestasi 

Pustaka, 2006),  h. 233. 
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patung dan sebagaianya. Pasal 1236 KUH Perdata menyebutkan: “Tiap-

tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu, apabila si 

berhutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya 

dalam kewajiban, memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga”. 

3. Perjanjian untuk Tidak Berbuat Sesuatu 

Tidak berbuat sesuatu artinya tidak melakukan perbuatan seperti 

yang telah diperjanjikan. Jadi wujud prestasi di sini adalah tidak 

melakukan perbuatan, misalnya tidak melakukan persaingan yang 

diperjanjikan. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1242 KUH Perdata 

“Jika perjanjian itu bertujuan untuk tidak berbuat sesuatu, maka pihak 

yang manapun jika yang berbuat berlawanan dengan perjanjian, karena 

pelanggaran itu dank arena itupun saja, berwajiblah ia akan menggantian 

biaya, rugi dan bunga. 

Kewajiban penggantian biaya, rugi dan bunga bagi debitur dalam 

suatu perikatan baru dilakukan apabila debitur karena kesalahannya tidak 

melaksanakan apa yang diperjanjikan atau ingkar janji pada tenggang 

waktu yang ditentukan. 

Perjanjian dapat dikategorikan menjadi beberapa jenis berdasarkan 

sifat dan akibat hukum yang dituju atau dikehendaki para pihak, yaitu 
23

: 

1) Perjanjian keluarga  

Perjanjian keluarga merupakan perjanjian yang terdapat dalam 

bidang hukum keluarga, misalkan perkawinan. Perkawinan 

                                                             
23

Maryati Bachtiar, Buku Ajar Hukum Perikatan, Pusat Pengembangan Pendidikan 

Universitas Riau, Pekanbaru, 2007,  h. 53.  



 27 

merupakan suatu perjanjian karena perkawinan dilaksanakan dengan 

adanya kata sepakat dan menimbulkan hak dan kewajiban. 

Perjanjian ini berbeda dengan perjanjian obligatoir yang diatur 

dalam buku III KUH Perdata, karena hak dan kewajiban tidak 

bergantung pada kehendak para pihak, tetapi ditetapkan oleh undang-

undang, kecuali akibat dalam lapangan hukum harta kekayaan yang 

dapat disimpangi dengan membuat perjanjian kawin. 

2) Perjanjian Kebendaan  

Perjanjian Kebendaan diatur dalam Buku III KUH Perdata. 

Perjanjian kebendaan merupakan perjanjian yang dimaksudkan untuk 

mengalihkan, menimbulkan, mengubah atau menghapus hak 

kebendaan. Perjanjian ini merupakan pelaksaaan perjanjian obligatoir. 

Misalnya Levering dalam bentuk cassie. 

3) Perjanjian Pembuktian  

Perjanjian pembuktian terletak dalam lapangan hukum acara. 

Perjanjian pembuktian merupakan perjanjian yang diadakan oleh para 

pihak untuk menetapkan alat-alat bukti yang akan berlaku diantara 

para pihak apabila terjadi perselisihan. Para pihak juga dapat 

menetapkan kekuatan pembuktian pada suatu alat bukti tertentu dalam 

perjanjian pembuktian. 

Para pihak dapat menyimpangi ketentuan dalam pasal 1866 

KUH Perdata yang menentukan bahwa alat-alat bukti dapat berupa 

bukti tertulis, saksi-saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah, 

dengan membuat perjanjian pembuktian. 
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4) Perjanjian Obligatoir 

Perjanjian obligatoir adalah perjanjian yang hanya 

menimbulkan hak dan kewajiban. Pengertian ini menunjukkan bahwa 

perjanjian ini melahirkan perikatan. Macam-macam perjanjian 

obligatoir : 

a. Perjanjian Konsensuil, Riil dan Formil 

Perjanjian Kosensuil adalah perjanjian yang timbul karena 

adanya kata sepakat diantara para pihak yang membuatnya. 

Perjanjian Riil adalah perjanjian yang baru terjadi setelah adanya 

penyerahan benda yang menjadi objek perjanjian, sedangkan 

Perjanjian Formil adalah perjanian yang mensyaratkan adanya 

formalitas tertentu yang ditentukan dalam Undang-undang. 

b. Perjanjian timbal balik dan Perjanjian Sepihak 

Perjanjian timbale balik adalah perjanjian yang 

menimbulkan hak  dan kewajiban diantara kedua belah pihak, 

misalnya perjanjian Jual-beli, perjanjian sewa-menyewa dan 

perjanjian tukar menukar. Sedangkan Perjanjian Sepihak adalah 

perjanjian yang hanya menimbulkan kewajiban pada pihak yang 

satu, dan pada pihak yang lain hanya ada hak, misalnya hibah, 

perjanjian kuasa tanpa upah dan perjajian pakai dengan cuma-

cuma. 
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B. Jual Beli 

Dalam Pasal 1457 KUH Perdata dinyatakan, bahwa “Jual-beli adalah 

suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk 

menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga 

yang telah dijanjikan.”
24

 

Dari ketentuan pasal tersebut di atas jelas bahwa jual beli tersebut 

terjadi ketika kedua belah pihak sepakat, bahwa yang satu menyerahkan 

barangnya dan pihak yang lain membayar sejumlah uang sebagai harga dari 

barang yang diperjanjikan tersebut. 

Selanjutnya dalam Pasal 1458 KUH Perdata dijelaskan, bahwa “Jual-

beli itu dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelah 

orang-orang itu mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, 

meskipun kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan itu belum 

diserahkan, maupun harganya belum dibayar”.
25

 

Dari penjelasan pasal tersebut di atas, dapat diketahui bahwa jual-beli 

terjadi ketika adanya kesepakatan antara pembeli dan penjual atas suatu 

barang, walaupun harga barang tersebut belum dibayar tetapi jual beli sudah 

terjadi ketika terjadinya kesepakatan antara kedua belah pihak tersebut. 

Perjanjian jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang 

satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang 
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Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.  
25

Pasal 1458 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.  
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lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan
26

. Dari pengertian perjanjian 

jual beli tersebut, maka ada beberapa hal pokok dalam perjanjian jual beli : 

1. Ada dua pihak Pihak penjual yaitu pihak yang berjanji untuk 

menyerahkan hak milik atas suatu barang. 

2. Pihak pembeli yaitu pihak yang berjanji untuk membayar harga suatu 

barang. 

3. Adanya unsur essensialia dari perjanjian jual beli yaitu barang dan harga. 

4. Perjanjian jual beli merupakan perjanjian timbal balik, artinya kedua 

belah pihak mempunyai hak dan kewajiban yang saling berhadap-hadapan 

(bertimbal balik). 

Selanjutnya disamping hal-hal pokok tersebut dapat dikemukakan 

sifat-sifat perjanjian jual beli, yaitu
27

: 

1. Bersifat Konsensuil, artinya perjanjian jual beli telah terjadi dengan 

adanya kata sepakat diantara para pihak mengenai barang dan harga 

meskipun barang belum diserahkan. 

2.  Bersifat Obligatoir, artinya perjanjian jual beli hanya menimbulkan hak 

dan kewajiban. Perjanjian jual beli tidak mengakibatkan perpindahan hak 

milik. Hak milik atas suatu benda baru berpindah apabila sudah ada 

penyerahan (levering). Penyerahan (Levering) adalah suatu perbuatan 

hukum yang bertujuan untuk memindahkan hak milik. 
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Kitab Undang-undang Hukum Perdata (bab V buku III Pasal 1457 KUHperdata). 
27

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (bab V buku III Pasal 1458 KUHperdata). 



 31 

C. Perlindungan Konsumen 

Pengertian Konsumen berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu “Konsumen 

adalah setiap orang pemakai barang dan/jasa yang tersedia dalam masyarakat, 

baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk 

hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”. 28 

 Dari penjelasan Pasal 1 Angka 2 UUPK dijelaskan bahwa “Di dalam 

kepustakaan ekonomi dikenal konsumen akhir dan konsumen antara. 

Konsumen akhir adalah pengguna atau pemanfaat akhir dari suatu produk, 

sedangkan konsumen antara adalah konsumen yang menggunakan suatu 

produk sebagai bagian dari proses produksi atau produk lainnya. Pengertian 

konsumen dalam undang-undang ini adalah konsumen akhir.”
29

 

Ada dua jenis perlindungan yang diberikan kepada konsumen, yaitu : 

1. Perlindungan Priventif 

Perlindungan yang diberikan kepada konsumen pada saat konsumen 

tersebut akan membeli atau menggunakan atau memanfaatkan suatu barang 

dan atau jasa tertentu, mulai melakukan proses pemilihan serangkaian atau 

sejumlah barang dan atau jasa tersebut dan selanjutnya memutuskan untuk 

membeli atau menggunakan atau memanfaatkan barang dan jasa dengan 

spesifikasi tertentu dan merek tertentu tersebut.
30
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Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 
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Penjelasan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen.  
30

Dikutip dari skripsi Yogi Triwibowo, Tinjauan Perlindunagn Konsumen Dalam 
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2. Perlindungan Kuratif 

Perlindungan yang diberikan kepada konsumen sebagai akibat dari 

penggunaan atau pemanfaatan barang atau jasa tertentu oleh konsumen. 

Dalam hal ini perlu diperhatikan bahwa konsumen belum tentu dan tidak 

perlu, serta tidak boleh dipersamakan dengan pembeli barang dan atau jasa, 

meskipun pada umumnya konsumen adalah mereka yang membeli suatu 

barang atau jasa. Dalam hal ini seseorang dikatakan konsumen, cukup jika 

orang tersebut adalah pengguna atau pemanfaat atau penikmat dari suatu 

barang atau jasa, tidak peduli ia mendapatkannya melalui pembelian atau 

pemberian.
31

 

Tujuan perlindungan konsumen diantaranya adalah : 

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk 

melindungi diri. 

2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara 

menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan jasa. 

3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan 

menuntut hak-haknya sebagai konsumen. 

4. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur 

kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk 

mendapatkan informasi. 
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www.wordpress.com/jurnal-perlindungan-konsumen, diakses tanggal 18 Juli 2018.  
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5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan 

konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab 

dalam berusaha. 

6. Meningkatkan kualitas barang dan jasa yang menjamin kelangsungan 

usaha produksi barang dan jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan dan 

keselamatan konsumen. 32 

Asas-asas dalam perlindungan konsumen yaitu : 

a. Asas Manfaat. 

Untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan 

perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi 

kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan. 

b. Asas Keadilan. 

Agar partisipasi seluruh masyarakat dapat diwujudkan secara maksimal 

dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk 

memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil. 

c. Asas Keseimbangan. 

Untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku 

usaha dan pemerintah dalam arti materil atau pun spiritual. 

d. Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen. 

Untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada 

konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan 

jasa yang digunakan. 
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e. Asas Kepastian Hukum. 

Agar baik pelaku usaha maupun konsumen mentaati hukum dan 

memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, 

serta negara menjamin kepastian hukum.
33

 

Sebelum terbentuknya undang-undang tentang Perlindungan 

Konsumen ini, telah ada beberapa undang-undang yang materinya lebih 

khusus dalam melindungi kepentingan konsumen dalam satu hal, seperti 

undang-undang yang mengatur mengenai hak-hak atas kekayaan intelektual 

yaitu tentang Paten, Merek dan Hak Cipta. Perlindungan konsumen dalam hal 

pelaku usaha melanggar hak atas kekayaan intelektual tidak diatur dalam 

undang-undang tentang Perlindungan Konsumen, karena hal itu sudah diatur 

dalam undang-undang yang khusus antara lain undang-undang tentang Paten 

dan Merek. 

Undang-undang Perlindungan Konsumen merupakan aturan yang 

umum, oleh karenanya apabila telah ada aturan yang khusus mengenai suatu 

hal misalnya undang-undang yang khusus mengatur tentang perbankan yang 

mencakup aturan tentang perlindungan konsumen bidang perbankan maka 

undang-undang perbankanlah yang digunakan. 

Hak Konsumen diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 

Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 4 : 

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi 

barangndan/jasa. 

 (Tujuan utama konsumen dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa 

adalah memperoleh manfaat dari barang/jasa yang dikonsumsinya 
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tersebut. Perolehan manfaat tersebut tidak boleh mengancam 

keselamatan,jiwa dan harta benda konsumen, serta harus menjamin 

kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen.) 

2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang 

dan/jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang 

dijanjikan. 

(tentu saja konsumen tidak mau mengkonsumsi barang/jasa yang dapat 

mengancam keselamatan, jiwa dan hartanya. Untuk itu konsumen harus 

diberi kebebasan dalam memilih barang/jasa yang akan dikonsumsinya. 

Kebebasan memilih ini berarti tidak ada unsur paksaan atau tipu daya dari 

pelaku usaha agar konsumen memilih barang/jasanya.) 

3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan 

jaminan barangdan/jasa. 

(sebelum memilih, konsumen tentu harus memperoleh informasi yang 

benar mengenai barang/jasa yang akan di konsumsinya. Karena informasi 

inilah yang akan menjadi landasan bagi konsumen dalam memilih. Untuk 

itu sangat diharapkan agar pelaku usaha memberikan informasi yang 

benar, jelas dan jujur mengenai barang/jasanya.) 

4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa 

yang digunakan. 

(tidak jarang konsumen memperoleh kerugian dalam mengkonsumsi 

barang/jasa. Ini berarti ada kelemahan disuatu barang /jasa yang di 

produksi/disediakan oleh pelaku usaha. sangat diharapkan agar pelaku 

usaha berlapang dada dalam menerima setiap pendapat dan keluhan dari 
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konsumen. Di sisi yang lain pelaku usaha juga diuntungkan karena dengan 

adanya berbagai pendapat dan keluhan, pelaku usaha memperoleh 

masukan untuk meningkatkan daya saingnya. 

5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian 

sengketa perlindungan konsumen secara patut. 

(pelaku usaha tentu sangat memahami mengenai barang/jasanya. 

Sedangkan disisi yang lain konsumen sama sekali tidak memahami proses 

apa saja yang dilakukan oleh pelaku usaha guna menyediakan barang/jasa 

yang dikonsumsinya. Sehingga posisi konsumen lebih lemah dibanding 

pelau usaha. oleh karena itudi perlukan advokasi, perlindungan dan upaya 

penyelesaian sengketa yang patut bagi konsumen. Patut berarti tidak 

memihak kepada salah satu pihak dan sesuai dengan ketentuan hukum 

yang berlaku.) 

6. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen. 

(sudah disebutkan sebelumnya bahwa posisi konsumen lebih lemah 

dibanding posisi pelaku usaha. untuk itu pelaku usaha harus memberi 

pembinaan dan pendidikan yang baik dan benar kepada konsumen. 

Pembinaan dan pendidikan tersebut mengenai bagaimana cara 

mengkonsumsi yang bermanfaat bagi konsumen. Bukannya berupa untuk 

mengeksploitasi konsumen.) 

7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak 

diskriminatif. 

(sudah merupakan hak asasi manusia untuk diperlakukan sama. Pelaku 

usaha harus meemberikan pelayanan yang sama kepada semua 
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konsumennya, tanpa memandang perbedaan ideologi agama, suku 

kekayaan maupun status sosial). 

8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan/penggantian, apabila 

barang dan/jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak 

sebagaimana mestinya. 

9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan lainnya. 34 

 

D. Bentuk Usaha  

Suatu perusahaan harus mempunyai unsur-unsur sebagai berikut: 

1. Badan Usaha 

Badan usaha maksudnya adalah suatu lembaga atau perkumpulan/ 

persekutuan yang menjalankan usaha dalam bentuk hukum tertentu seperti 

perusahaan dagang, firma, persekutuan komanditer, perseroan terbatas, 

koperasi, dan lain-lain. Bentuk-bentuk hukum dari badan usaha ini dapat 

dilihat dari akta pendiriannya yang dibuat dan disahkan oleh pejabat yang 

berwenang. 

2. Kegiatan dalam Bidang Perekonomian 

Kegiatan atau usaha dalam bidang perekonomian dapat dibedakan 

dalam tiga bidang, yaitu sebagai berikut: 

a. Usaha dalam arti kegiatan perdagangan, yaitu keseluruhan kegiatan 

jual beli yang dilakukan oleh orang-orang atau badan-badan baik di 

dalam maupun di luar negeri ataupun antarnegara untuk tujuan 

memperoleh keuntungan. Contoh kegiatan ini adalah menjadi diler, 

agen, grosir, toko, dan sebagainya. 

                                                             
34

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. 



 38 

b. Usaha dalam arti kegiatan industri, yaitu kegiatan memproduksi atau 

menghasilkan barang atau jasa yang nilainya lebih berguna dari 

asalnya. Contoh kegiatan ini adalah industri pertanian, perkebunan, 

pertambangan, pabrik semen, pakaian, dan sebagainya. 

c. Usaha dalam arti kegiatan melaksanakan jasa-jasa, yaitu kegiatan yang 

melaksanakan atau kenyediakan jasa-jasa, yang dilakukan baik oleh 

perorangan maupun suatu badan. Contoh kegiatan ini adalah 

melakukan kegiatan untuk jasa perhotelan, konsultan, asuransi, 

pariwisata, pengacara/akuntan dan sebagainya. 

3. Kegiatan dalam bidang perekonomian tersebut harus dilakukan secara 

terus-menerus, tidak insidental, dan merupakan pekerjaan sehari-hari 

untuk mendapatkan penghasilan dengan menghitung rugi/laba. 

4. Secara Terang-terangan (karena berhubungan dengan pihak ketiga) 

Secara terang-terangan maksudnya adalah terbuka untuk umum, 

diketahui oleh semua orang, bebas berhubungan dengan pihak lain, diakui 

dan disahkan oleh pejabat yang berwenang. Secara terang-terangan itu 

dapat dilihat dari izin usaha dan izin tempat usahanya, serta surat 

keterangan pendaftaran perusahaan tersebut. izin-izin dan surat keterangan 

dibuat oleh pejabat yang berwenang. 

5. Mengadakan Perjanjian Perdagangan 

Mengadakan perjanjian perdagangan maksudnya adalah 

mengadakan perjanjian jual-beli, serta mengadakan produksi barang dan 

jasa untuk dijual kepada pihak ketiga yang biasanya disebut dengan 

konsumen. 
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6. Harus Bermaksud Memperoleh Laba 

Kegiatan perdagangan itu dilakukan untuk memperoleh 

penghasilan, keuntungan/laba. Penghasilan, keuntungan/laba ini 

menunjukkan adanya nilai lebih yang diperoleh dari modal yang 

dipergunakan. Dengan demikian, setiap kegiatan perdagangan harus 

disertai dengan sejumlah modal, yang dengan modalnya ini harus 

diusahakan untuk mendapat keuntungan atau laba. 

7. Melakukan pembukuan 

Pembukuan maksudnya adalah catatan yang berisikan hak dan 

kewajiban pihak yang melakukan kegiatan perekonomian. Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1997 Tentang Dokumen Perusahaan menentukan 

bahwa perusahaan diwajibkan untuk membuat catatan. Catatan ini terdiri 

dari neraca tahunan, perhitungan rugi-laba tahunan, rekening, jurnal 

transaksi harian, dan catatan lain yang berkaitan dengan kegiatan 

perekonomian yang dilakukan.
35

 

Ada dua unsur pokok yang terkandung dalam suatu perusahaan, yaitu: 

1. Bentuk badan usaha yang menjalankan setiap jenis usaha, baik berupa 

suatu persekutuan atau badan usaha yang didirikan, bekerja, dan 

berkedudukan di Indonesia. 

2. Jenis usaha yang berupa kegiatan dalam bidang perekonomian, yang 

dijalankan secara terus-menerus untuk mencari keuntungan.
36
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Zaeni Asyhadie dan Budi Sutrisno, Hukum Perusahaan dan Kepailitan, (Jakarta: 

Erlangga, 2012), h.10.  
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Pada prinsipnya, perusahaan sebagai wahana/pilar pembangunan 

perekonomian yang diatur dalam KUH Perdata, KUH Dagang, dan peraturan 

perundang-udangan lainnya, terdiri dari tiga jenis, yaitu sebagai berikut
37

: 

1. Perusahaan perseorangan, atau disebut dengan perusahaan individu, adalah 

badan usaha yang kepemilikannya dimiliki oleh satu orang. Individu dapat 

membuat badan usaha perseorangan tanpa izin dan tata cara tertentu. 

Semua orang bebas membuat bisnis personal tanpa adanya batasan untuk 

mendirikannya. Pada umumnya perusahaan perseorangan bermodal kecil, 

jenis serta jumlah produksi terbatas, memiliki pekerja/buruh yang sedikit, 

dan penggunaan alat produksi teknologi sederhana. Perusahaan 

perseorangan dapat berbentuk perusahaan dagang/jasa (misalnya toko 

swalayan atau biro konsultasi) dan perusahaan industri. Contoh 

perusahaan perseorangan seperti toko kelontong, tukang bakso keliling, 

pedagang asongan, dan lain sebagainya. 

2. Perusahaan persekutuan badan hukum yang dapat berbentuk Perseroan 

Terbatas (PT), Koperasi, dan BUMN. Perseroan Terbatas adalah 

organisasi bisnis yang memiliki badan hukum resmi yang dimiliki oleh 

minimal dua orang, dengan tanggung jawab yang hanya berlaku pada 

perusahaan tanpa melibatkan harta pribadi atau perseorangan yang ada di 

dalamnya. Di dalam perseroan terbatas, pemilik modal tidak harus 

memimpin perusahaan karena dapat menunjuk orang lain di luar pemilik 

modal untuk menjadi pimpinan. Untuk mendirikan perseroan terbatas 
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perseorangan, diakses tanggal 19 Juli 2018.  



 41 

dibutuhkan sejumlah modal minimal dalam jumlah tertentu dan berbagai 

persyaratan lainnya. 

3. Perusahaan persekutuan bukan badan hukum atau disebut juga perusahaan 

persekutuan, yang artinya badan usaha yang dimiliki oeh dua orang atau 

lebih yang secara bersama-sama bekerja sama untuk mencapai tujuan 

bisnis. Badan usaha yang termasuk dalam badan usaha persekutuan adalah 

persekutuan perdata, persekutuan firma, dan perseroan komanditer. Untuk 

mendirikan badan usaha persekutuan dibutuhkan izin khusus pada instansi 

pemerintah yang terkait. 

Perusahaan-perusahaan ada yang berbadan hukum, tetapi ada pula 

yang tidak berbadan hukum. Perusahaan berbadan hukum terdiri dari 

perusahaan-perusahaan swasta yang didirikan oleh perseorangan atau 

bebarapa orang secara bekerja sama dan perusahaan negara yang didirikan dan 

dimiliki oleh negara. 

Persekutuan perdata pada intinya bukan bentuk badan usaha 

sebagaimana dimaksud dalam dunia bisnis. Persekutuan perdata merupakan 

embrio terbentuknya perusahaan/badan usaha yang merupakan hasil suatu 

persekutuan, seperti persekutuan firma, persekutuan komanditer, maupun 

perseroan terbatas. 

 


